
LAMPIRAN I   
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  

NOMOR       TAHUN 2016  
TENTANG  

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN 
DAERAH 

 

 

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN  

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

 

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH  

 
PERANGKAT DAERAH ………. 

 

No 

(1) 

JENIS 

(2) 

TENTANG 

(3) 

MATERI 
POKOK 

(4) 

STATUS 
(5) 

PELAKSANAAN 

(6) 

 DISERTAI 
(7) 

UNIT/ 

INSTANSI 
TERKAIT 

(8) 

TARGET 

PENYAMP
AIAN 

(9) 

KETERANGAN 
(10) 

BARU UBAH NA 
Penjelasan 

atau 

keterangan 

  
  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                                  

 
 

                                   PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,…… 
 

 

 
              (………………………) 
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B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN 
DPRD  

 
ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD 

…… 
      

No 
(1) 

JENIS 
(2) 

TENTANG 
(3) 

MATERI 

POKOK 

(4) 

STATUS 
(5) 

PELAKSAN

AAN 

(6) 

 DISERTAI 
(7) 

UNIT/ 

INSTANSI 
TERKAIT 

(8) 

TARGET 

PENYAMPA
IAN 

(9) 

KETERANGAN 
(10) 

BARU UBAH NA 

Penjelasan 

atau 

keterangan 

  
  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

       
 

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI 
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD…… 
 

 
       (………………………………) 
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C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA 

Kolom 1 : Nomor urut pengisian 

Kolom 2 : Peraturan Daerah  

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah  

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah  

Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah 

Perda baru dibuat atau perda perubahan. 

Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah  

Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah 

akademik atau penjelasan/keterangan. 

Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan 

penyusunan Peraturan Daerah  

Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah  

Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah  

 

 
 
 

BUPATI BOYOLALI, 
 
 

 
 

SENO SAMODRO 
 
                       

 
 

 
 
 

 
 
 


